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ABSTRACT

Setelah reformasi tahun 1998 dampak liberalisasi politik dan ideology di Indonesia sangat
terasa. Kelompok His but-Tahrir Indonesia dan Syiah Imami tumbuh amat pesat di Indonesia.
Kedua kelompok memiliki kontroversi pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena
faktor teologis. Artikel ini mengeksplorasi metode pencapaian kedua kelompok atas cita-
citanya. His but-Tahrir memiliki idealism untuk mengganti system negara-bangsa dan
mendirikan khilafah dengan tanpa kekerasan. Sementara Syiah Imami memiliki idealism
model negara Wilayatul Faqih.
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After the reform of 1998, the group Hizb ut-Tahrir Indonesia and the Shia Imami growing
rapidly in Indonesia. Both groups have a controversy in Indonesian society. In addition to
theological factors, both groups perceived to have an agenda to establish a state in Indonesia.
This study also explores methods of how both groups realize his ideals. Hizb ut-Tahrir has
idealism to replace the nation-state system and establish a caliphate and by means of non-
violence. While the Shia Imami has idealistic state model Wilayatul faqih, but in the context of
Indonesia, the Shia Imami has no agenda to establish a model of the country. There are
fundamental differences between these two groups on the state model. Therefore there are
different steps to realize these ideals. This study was conducted using qualitative descriptive
data collecting literature and interviews with relevant parties.

Kata-Kata Kunci: Hizbut Tahrir, Syiah Imamiyah, Model Negara

PENDAHULUAN

Reformasi 1998 membawa dampak terjadinya liberalisasi politik dan ideologi di
Indonesia. Tren demokratisasi berimplikasi pada kebebasan politik yang luas. Jaminan
kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat dimanfaatkan oleh
berbagai elemen masyarakat untuk menyalurkan aspirasi ideologis dengan beragam
cara. Sejak era reformasi, beragam kekuatan ideologi — yang sebelumnya tidak
mendapat tempat pada era rezim Orde Baru — muncul dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Berbagai ideologi dengan beragam variannya — mulai dari sosialisme,
neoliberalisme, dan Islamisme — menjadi kekuatan politik baru pasca reformasi.
Kekuatan-kekuatan ideologi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk partai politik
maupun organisasi sosial politik (Ali 2013, vii).

Hizbut Tahrir Indonesia (HTT) dan Syiah Imamiyah merupakan dua gerakan ideologis
kontemporer yang kontroversial di Indonesia. Dalam konteks identitas keagamaan,
kedua gerakan tersebut mendapat banyak kritik dari kalangan internal masyarakat
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muslim Indonesia. Sedangkan dalam konteks idealisme sosial-politik, Hizbut Tahrir
Indonesia dan Syiah Imamiyah dipersepsikan berbagai pihak sebagai gerakan ideologis
yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua Mahkamah
Konstitusi periode 2009-2014, Prof. Dr. Mahfud MD dalam suatu kesempatan
menyatakan terdapat tiga gerakan ideologis yang merongrong NKRI. Pertama adalah
gerakan yang menginginkan khilafah. Kedua adalah gerakan yang menginginkan
terbentuknya rezim Mullah sebagaimana di Iran dan ketiga adalah Wahabi
(Republika.co.id 2014). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori
pertama dan kedua identik dengan HTI dan Syiah Imamiyah. Hizbut Tahrir Indonesia
dan Syiah Imamiyah memiliki idealisme ideologi politik yang berbeda dengan NKRI.
Hizbut Tahrir Indonesia digambarkan sebagai gerakan yang membahayakan NKRI
karena memiliki idealisme ideologi politik berbasis romantisme historis. Romantisme
historis tersebut merujuk pada keinginan merestorasi Khilafah Islamiyah. Sedangkan
gerakan Syiah Imamiyah dipersepsikan sebagai agen pendukung ekspor revolusi
Republik Islam Iran ke Indonesia.

Untuk itu, beberapa kalangan yang ada di masyarakat mendesak pemerintah untuk
membekukan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia dan melarang eksistensi Syiah di
Indonesia. Namun yang menarik, baik Hizbut Tahrir Indonesia maupun Syiah
Imamiyah malah berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan
identifikasi serta kategorisasi terhadap model negara menurut kedua gerakan tersebut.
Selain itu juga patut dikaji bagaimana kedua gerakan tersebut merencanakan dan
menerapkan model negara yang mereka yakini di Indonesia.

Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia

Pemikiran Hizbut Tahrir di Indonesia pertama kali dikembangkan pada tahun 1982
oleh Abdurrahman al-Bagdadi, aktivis Hizbut Tahrir yang berasal dari Australia. Pada
dekade tersebut, Abdurrahman al-Bagdadi menyebarkan pemikiran Hizbut Tahrir
melalui interaksi dengan aktivis masjid IPB Bogor. Melalui interaksi aktivis antar
kampus, pengaruh pemikiran Hizbut Tahrir kemudian menyebar di berbagai kampus
negeri. Pada tahap berikutnya, aktivitas Hizbut Tahrir menyebar ke kalangan
masyarakat luas, seperti perkantoran, pabrik, dan perumahan. Pada dekade 1990-an
menjadi era di mana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir mulai menyebar secara terbatas di
kalangan masyarakat umum (Qodir 2013, 57-58).

Konstelasi politik Indonesia pasca 1998 memberi keuntungan bagi pergerakan Hizbut
Tahrir. Tren demokrasi mengakibatkan terbukanya kebebasan bagi gerakan sosial
politik. Kondisi tesebut dimanfaatkan Hizbut Tahrir Indonesia untuk melakukan
dakwah secara luas di kalangan masyarakat umum. Pada dekade tersebut, Hizbut
Tahrir Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai organisasi politik yang
berideologikan Islam. Pada tahun 2007, Hizbut Tahrir Indonesia berhasil
menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Utama Bung Karno
Jakarta yang dihadiri 100.000 orang (hizbut-tahrir.or.id 2007). Sedangkan pada tahun
2013, Hizbut Tahrir Indonesia berhasil menyelenggarakan Muktamar Khilafah di
Jakarta dan di 31 kota lain yang diikuti ratusan ribu peserta (republika.co.id 2013).

Model Negara Menurut Idealisme Hizbut Tahrir Indonesia
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Hizbut Tahrir Indonesia memiliki semangat menerapkan Islam secara
menyeluruh (kaffah). Salah satu manifestasi ajaran Islam menurutnya adalah
terbentuknya sistem kekhilafahan. Khilafah adalah bentuk tunggal negara Islam yang
meliputi seluruh wilayah umat Islam tanpa dibatasi kerangka negara-bangsa. Khilafah
merupakan kepemimpinan umat dalam satu negara Islam yang universal dengan
dipimpin seorang pemimpin tunggal yang mendapat bai’at umat. Menurut Hizbut
Tahrir Indonesia, khilafah merupakan institusi yang menjadi satu-satunya jawaban
bagi ketertinggalan umat Islam di dunia global. Khilafah juga dipandang sebagai solusi
bagi umat Islam untuk melawan hegemoni Barat. Dengan institusi Khilafah, Umat
Islam dapat menyatukan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
kekuatan militer untuk menggapai posisi sebagai kekuatan adidaya di tingkat global.
Namun alasan yang lebih mendasar dengan pendirian khilafah adalah agar hukum-
hukum Islam dapat diterapkan secara menyeluruh. Hizbut Tahrir Indonesia
berpandangan bahwa hukum Islam seperti hukum potong tangan, hukuman mati, atau
jihad ofensif hanya dapat dilakukan oleh institusi khilafah. Tanpa keberadaan khilafah,
maka hukum Islam tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Karena itu, mendirikan
khilafah merupakan sebuah kewajiban (Nashir 2013, 409).

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, kesuksesan institusi khilafah dapat dibuktikan
dengan keberhasilan eksistensi khilafah menjadi salah satu kekuatan adidaya pada
sejarah masa lampau. Institusi khilafah mampu bertahan selama kurang lebih 1400
tahun dari era pasca Nabi Muhammad hingga kekhilafahan Ustmani. Detailnya.
sejarah khilafah dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan pada
masa Dinasti Umayyah yang berlangsung dari abad ke-7 hingga ke-8. Khilafah
berikutnya adalah era kekhilafahan Abbasiyah pada abad ke-8 hingga abad ke-13.
Terakhir adalah khilafah Turki Usmani yang berdiri pada abad 13 hingga abad 20.
Hizbut Tahrir Indonesia meyakini bahwa seluruh entitas khilafah tersebut merupakan
institusi politik yang didasarkan atas aturan dan nilai Islam.

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, institusi khilafah merupakan sistem unik
yang dapat dibedakan dengan berbagai macam model negara seperti teokrasi, kerajaan,
republik, dan federasi. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, khilafah tidak sama dengan
teokrasi. Ia menjelaskan bahwa khilafah dengan aparatur di dalamnya merupakan
jabatan manusia. Dalam sistem ini, manusia dapat memilih pemimpin melalui
mekanisme musyawarah dan bai’at. Khalifah adalah manusia biasa yang boleh jadi
berbuat salah dan benar di mana dia juga bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan
oleh orang lain (An Nabhani 1996, 155). Negara khilafah merupakan negara manusiawi
— yang dipimpin oleh manusia serta memerintah manusia biasa — bukan negara
ilahiyah di mana penguasanya adalah wakil Tuhan yang tidak pernah salah (An
Nabhani 1996, 157).

Hizbut Tahrir Indonesia juga menolak sistem monarki karena tidak sesuai dengan
ajaran Islam. Di antara beberapa hal dalam sistem monarki yang bertentangan dengan
ajaran Islam adalah sifat otoriter dari sistem monarki. Sifat otoriter dalam sistem
monarki di antaranya diwujudkan dalam sistem pewarisan kekuasaan secara waris
sehingga hak kekuasaan hanya eksklusif bagi keturunan raja. Selain itu, bentuk otoriter
juga terlihat dari kekebalan hukum yang dimiliki raja dan lingkaran terdekatnya (Arifin
2010, 167).

Hizbut Tahrir Indonesia tidak sependapat dalam penggunaan sistem republik. Menurut
Hizbut Tahrir Indonesia, sistem republik dibangun atas dasar demokrasi. Penolakan
Hizbut Tahrir terhadap demokrasi disebabkan adanya pengutamaan demokrasi
terhadap kedaulatan rakyat. Sementara Hizbut Tahrir Indonesia memandang konsep
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kedaulatan rakyat bertolak belakang dengan konsep kedaulatan Tuhan. Menurut
Hizbut Tahrir Indonesia, kedaulatan Tuhan seharusnya diwujudkan melalui
pelaksanaan syariat. Tolak ukur bagi kehidupan manusia adalah syariat, bukan
kehendak manusia. Manusia tidak diperkenankan membuat hukum karena hanya
Tuhan yang berhak membuat hukum. Selain itu, dalam sistem republik juga dikenal
adanya pembatasan masa jabatan bagi pemimpin negara. Dalam konsep kekhilafahan,
pemimpin negara tidak dapat diberhentikan kecuali menyimpang dari syariat. Selain
itu, dalam konsep ini tidak terdapat pembatasan masa jabatan bagi pemimpin negara
(Arifin 2010, 167).

Hizbut Tahrir Indonesia juga tidak menyetujui model negara federasi. Menurut Hizbut
Tahrir Indonesia, sistem politik Islam menganut sentralisasi kekuasaan serta menolak
pembagian ke dalam kekuasaan negara-negara bagian. Khalifah memiliki wewenang
mutlak dalam urusan baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti mengumumkan
perang, membuat perjanjian damai, serta membuat perjanjian lainnya. Khalifah juga
memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang dasar dan undang-undang
yang didasarkan atas syariat Islam (Arifin 2010, 171-172). Khilafah memiliki batas
wilayah yang tidak tetap. Batas wilayah khilafah dapat meluas jika khilafah berhasil
mendapatkan daerah tambahan melalui peperangan. Sebaliknya, batas khilafah dapat
menjadi lebih kecil jika khilafah kehilangan daerahnya (Qodir 2013, 85).

Lebih lanjut Hizbut Tahrir Indonesia meyakini bahwa negara-negara di dunia
kontemporer merupakan bentuk manifestasi “Darul Kufur”. Alasannya adalah tatanan
negara pada dunia kontemporer tidak ada yang menerapkan syariat Islam secara
penuh. Negara-negara Timur Tengah saat ini yang identik dengan identitas Islam juga
dipandang tidak merepresentasikan bentuk Darul Islam. Negara-negara tersebut
dianggap Hizbut Tahrir Indonesia hanya menerapkan sebagian dari hukum Islam.
Selain itu, negara-negara dengan mayoritas muslim pada dunia kontemporer memiliki
ketergantungan terhadap negara-negara Barat. Dengan demikian, tidak ada satupun
negara di dunia kontemporer yang layak disebut sebagai “Darul Islam” (Nashir 2013,
410).

Darul Islam adalah negara yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam dalam
segala aspek kehidupan manusia serta aspek keamanannya berada di tangan kaum
muslim. Daulah Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk
menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah
Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Tanpa adanya
negara, eksistensi Islam sebagai suatu ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi
pudar (An Nabhani 1996, 17). Khilafah merupakan kewajiban asasi dalam agama. Ia
bahkan merupakan kewajiban pertama dan paling penting sebab semua kewajiban
agama dan juga seluruh kepentingan kaum muslim tergantung padanya (Ar-Rayyis
2002, 232).

Daulah Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun konsep tentang kehidupan atau
hukum selain yang lahir dari akidah Islam. Untuk itu Daulah Islam tidak akan
mentolerir konsep demokrasi. Di sini tidak terdapat kementerian bahkan dilarang
mendirikan gerakan, organisasi, atau partai dengan landasan selain akidah Islam.
Adapun Undang-Undang Dasar dan perundangan lain harus digali dari Kitabullah dan
Sunnah (An Nabhani 1996, 19). Allah yang mensyariatkan hukum dan bukan penguasa
(An Nabhani 1996, 21). Maka dengan asas akidah Islam, Hizbut Tahrir Indonesia
meyakini bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah berhasil mendirikan daulah Islam
di Madinah. Dengan asas tersebut maka telah tegaklah dasar, pilar, struktur, pasukan
serta hubungan ke dalam dan ke luar negeri. (An Nabhani 1996, 22)
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Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah membangun
sendiri struktur Daulah Islam dan menyempurnakannya. Hizbut Tahrir Indonesia
meyakini bahwa bentuk Daulah Islam memiliki landasan keagamaan yang kuat (An
Nabhani 1996, 28). Dalam aspek hubungan internasional, Hizbut Tahrir Indonesia
menjelaskan bahwa khilafah memiliki prinsip-prinsip tertentu. Hal utama adalah
bahwa seluruh negeri muslim harus bersatu dalam Darul Islam yang berbentuk
khilafah yang tunggal. Dalam hal ini negeri-negeri muslim tidak dibatasi oleh kerangka
nation-state. Hubungan antar negeri-negeri muslim dianggap sebagai hubungan dalam
negeri. Dalam melakukan hubungan dengan negara non-khilafah, maka diperbolehkan
mengadakan perjanjian sejauh memenubhi syariat Islam yang ditentukan waktunya dan
sesuai kemaslahatan khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa khilafah
tidak diperbolehkan meminta bantuan militer dan mengadakan peminjaman hutang
dari negara-negara “kafir”. Khilafah juga tidak diperkenankan bergabung dengan
organisasi-organisasi internasional dan organisasi pakta regional. Negara Khilafah juga
tidak diperkenankan mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara
imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia (Nashir 2013, 411-412).

Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa struktur Daulah Islam telah dicontohkan
Nabi Muhammad terdiri dari Khalifah (Kepala Negara); Mu’awin Tafwidh (Pembantu
Khalifah Bidang Pemerintahan); Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang
Administrasi); Amirul Jihad (Panglima Perang); Wali (Pimpinan Daerah); Qadli
(Hakim); Mashalih Daulah (Departemen Negara); dan Majelis Umat (Lembaga Wakil
Rakyat) (An Nabhani 1996, 57).

Metode Hizbut Tahrir Indonesia dalam Usaha Mendirikan Khilafah

Para pendukung Hizbut Tahrir Indonesia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah
mendirikan khilafah. Berbeda dengan kelompok lainnya, Hizbut Tahrir Indonesia
menjelaskan bahwa organisasi tersebut berposisi sebagai partai politik, bukan
merupakan kelompok kerohanian, lembaga ilmiah, lembaga sosial, ataupun lembaga
akademis. Atas dasar tersebut, maka seluruh aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia bersifat
politik (Ali 2012, 81). Titik tekan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia adalah merubah
pemikiran masyarakat. Dalam pembukaan Kitab Nidhamul Islam — merupakan kitab
pertama bagi anggota pemula Hizbut Tahrir Indonesia — disebutkan bahwa upaya
untuk merubah umat terletak pada bagaimana merubah pemikiran. Karena itu,
aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia ditekankan pada aktivitas merubah cara berpikir
masyarakat. Hizbut Tahrir Indonesia aktif menyebarkan ideologinya dengan cara
menerbitkan buletin Al-Islam yang terbit setiap minggu, tabloid Media Ummat yang
terbit setiap dua minggu, dan majalah Al Wa’ie yang terbit setiap bulan. Selain itu,
Hizbut Tahrir Indonesia juga aktif menyelenggarakan konferensi, seminar, dan kajian
berkala kepada masyarakat umum.

Pada dasarnya, Hizbut Tahrir Indonesia berupaya mendirikan khilafah dengan cara-
cara non kekerasan. Hizbut Tahrir Indonesia tidak memperkenankan untuk berdakwah
dengan mengandalkan cara kekerasan. Karena itu, Hizbut Tahrir Indonesia menolak
aksi politik berupa people power, kudeta, revolusi, dan pemberontakan bersenjata.
Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, cara politik dengan menggunakan kekerasan hanya
akan menghasilkan perubahan sementara. Hal ini disebabkan perubahan tidak
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dibangun atas kesadaraan, melainkan karena ada pemaksaan terhadap masyarakat.
(Qodir 2013, 92).

Secara detil, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki tiga tahap (marhalah) dalam
mendirikan khilafah. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan. Dalam tahap ini,
Hizbut Tahrir Indonesia membentuk kader-kader partai dengan pemahaman yang
kuat. Kedua, tahap berinteraksi dengan masyarakat. Dalam tahap ini, Hizbut Tahrir
Indonesia menerjunkan kader untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dengan
menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Targetnya adalah pemikiran
Hizbut Tahrir Indonesia dapat diterima menjadi pemikiran yang luas. Tahap ketiga,
tahapan pengambilalihan kekuasaan. Tahap ini dipahami Hizbut Tahrir Indonesia
sebagai tahapan terpenting karena khilafah berhasil didirikan. Dalam penjelasannya,
setelah masyarakat sadar dengan Islam, maka otomatis masyarakat akan menuntut
pemberlakuan hukum Islam sekaligus pendirian negara Islam (Rahmat 2007, 115).

Pergerakan Syiah Imamiyah di Indonesia

Perkembangan komunitas Syiah di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga
gelombang. Gelombang pertama, Syiah masuk di Indonesia melalui para penyebar
agama pada masa sejarah Nusantara. Gelombang pertama ini menyimpan
keyakinannya terbatas untuk mereka sendiri dan keluarga yang terbatas. Tidak ada
semangat untuk menyebarkan paham Syiah secara luas. Gelombang kedua didominasi
oleh kalangan intelektual di perguruan tinggi. Kelompok ini tertarik kepada Syiah
sebagai alternatif pemikiran Islam sehingga lebih tertarik pada segi pemikiran daripada
fikih. Kelompok ini muncul pasca Revolusi Islam Iran pada 1979. Adapun gelombang
ketiga, kelompok Syiah yang berorientasi pada fikih. Kelompok dari gelombang ketiga
ini lebih merupakan lulusan Qum, Iran. Kelompok ini menganggap dirinya sebagai
representasi Syiah yang sebenarnya (Tim Penulis MUI Pusat 2013, 93-94). Ada dua
organisasi besar yang menaungi Syiah di Indonesia yaitu Ahlul Bait Indonesia (ABI)
dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) (Tim Ahlul Bait Indonesia 2014, 335).

Perkembangan pesat dari kalangan Syiah di Indonesia menimbulkan kontroversi.
Selain isu teologis, persoalan “impor” Revolusi Islam Iran menjadi salah satu isu yang
sering dituduhkan kepada penganut Syiah di Indonesia. Menurut kelompok yang
berlawanan dengan Syiah, Syiah di Indonesia menginginkan terbentuknya negara
Islam di Indonesia seperti versi Republik Islam Iran. Dengan demikian terdapat
anggapan bahwa penganut Syiah di Indonesia secara otomatis akan mengadopsi
bentuk negara seperti model Republik Islam Iran. Anggapan-anggapan tersebut
dibantah oleh para penganut Syiah di Indonesia (Tim Ahlul Bait Indonesia 2014, 342).

Model Negara Menurut Syiah Imamiyah

Model negara yang ideal menurut Syiah Imamiyah tidak dapat dilepaskan dari doktrin
Imamah dalam keyakinan Syiah. Secara literal, Syiah berarti pengikut, pendukung,
partai, dan kelompok. Secara istilah, sebagian kaum muslimin yang dalam dimensi
spiritual keagamaan dan politik membela keturunan Nabi Muhammad dari garis
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keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib atau dikenal dengan istilah Ahlul Bait. Syiah
Imamiyah memiliki keyakinan bahwa kepemimpinan (Imamah) merupakan salah satu
pilar bagi kehidupan beragama. Dengan demikian, dalam keyakinan Syiah Imamiyah
tidak dikenal pemisahan antara agama dan negara. Imamah didasarkan atas syariat
Islam dan hukum Tuhan. Syiah Imamiyah meyakini bahwa masalah Imamah tidak
dapat diserahkan kepada manusia, melainkan harus melalui penunjukan langsung dari
Tuhan. Untuk itu, Syiah Imamiyah meyakini bahwa yang berhak menjadi pemimpin
bagi umat Islam secara universal adalah Nabi Muhammad yang dilanjutkan oleh para
Imam dari kalangan Ahlul Bait. Penganut Syiah Imamiyah diwajibkan mengimani
Imamah dan menjadi syarat mutlak bagi penganut Syiah Imamiyah . Menurut Syiah
Imamiyah, Imamah merupakan bentuk kepemimpinan yang tidak hanya dibatasi
untuk urusan duniawi, tetapi juga untuk urusan akhirat. Karena itu Imamah harus
dipegang oleh orang-orang suci yang merupakan pilihan Tuhan. Lebih lanjut doktrin
Imamah dalam keyakinan Syiah Imamiyah dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama,
Imamah merupakan salah satu rukun agama. Pemilihan imam tidak boleh diserahkan
kepada umat, tetapi ditetapkan oleh Nabi. Kedua, Imam harus seorang maksum,
artinya yang suci, terpelihara dari dosa baik besar maupun kecil, dan tidak boleh
berbuat kesalahan. Ketiga, Ali bin Abi Thalib merupakan imam yang telah ditentukan
dan ditetapkan oleh Nabi. Dan keempat, setiap imam yang baru harus ditunjuk dan
ditetapkan dengan nash oleh pendahulunya (Ali 2013, 106)

Jabatan khilafah dalam pandangan Syiah Imamiyah tidak hanya sekedar sebagai
kewajiban, melainkan merupakan salah satu rukun agama dan dasar iman di mana
iman tidak akan sah tanpa meyakini imamah (Ar-Rayyis 2013, 232). Imamah adalah
sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian kemudian ia berubah menjadi
warna politis kekuasaan (An Nabhani 1996, 338). Konsep ini menegaskan bahwa
kepemimpinan umat adalah urusan Tuhan (Anis 2013, 27). Legitimasi kepemimpinan
para Imam harus berasal dari Allah melalui pewasiatan-Nya karena tidak seorang pun
dapat menjamin bahwa dirinya atau selain dirinya layak untuk menjadi pemimpin
(Anis 2013, 31). Tujuan politik Syiah adalah Allah atau kesempurnaan puncak manusia,
bukan kekuasaan dan tercukupinya kebutuhan materi. (Anis 2013, 31).

Bagi Syiah Imamiyah, imamah merupakan kepemimpinan di bidang politik sekaligus
agama. Wilayah adalah konsep yang luas dan meliputi imamah serta wilayah
bathiniyyah. Imamah adalah kepemimpinan dan pemerintahan dalam urusan dunia
dan agama yang terdapat pada diri Nabi Saw. dan para imam sesudahnya (Satori,
2012:110). Otoritas dan perwalian yang mutlak dari Allah merupakan pilar utama
pemikiran politik Syiah Imamiyah yang menegaskan bahwa siapapun yang akan
menjalankan otoritas ini harus ditunjuk oleh Allah (Satori 2012, 112).

Dalam konteks kehidupan modern, terdapat polemik di kalangan Syiah mengenai siapa
yang harus memegang kepemimpinan pasca ketiadaan Imam dari kalangan Ahlul Bait.
Penafsiran kontemporer atas doktrin Imamah dimanifestasikan dalam konsep
wilayatul faqih sebagaimana diwujudkan di Republik Islam Iran. Konsep wilayatul
faqih merupakan konsep negara dengan kekuasaan tertinggi berada di kalangan ulama.
Konsep wilayatul faqih merupakan konsekuensi dari doktrin Imamah (Tim Ahlul Bait
Indonesia, 2014:327). Dalam model negara ini, jabatan presiden tetap dipertahankan
namun di bawah kekuasaan Imam tertinggi yang dipilih dari para ahli agama. dengan
menerapkan konsep wilayatul fagih, maka sebagaian penganut Syiah meyakini bahwa
mereka telah mengaplikasikan kedaulatan Tuhan.
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Argumentasi kewajiban didirikannya negara dengan model wilayatul faqih adalah,
pertama, keharusan adanya pemerintahan. Selama menyangkut sistem nilai baik dan
buruk yang berkaitan dengan kebahagiaan duniawi dan ukhrowi manusia, maka
otomatis ia akan menjadi objek agama. Kedua, pemerintahan merupakan masalah yang
ekstra krusial dalam kebahagiaan itu, maka agama mengingat tujuannya harus
memasuki wacana pemerintahan. Akal mensyaratkan keadilan, pengetahuan agama,
dan kemampuan memimpin bagi pemerintahan (penguasa) (Satori 2012, 134).

Bentuk model negara wilayatul faqih tidak menegasikan konsep nation-state.
Sebagaimana di Republik Islam Iran, konsep wilayatul faqih hanya berlaku di negara
tersebut. Berbeda dengan model negara universal versi Hizbut Tahrir Indonesia, versi
negara menurut Syiah Imamiyah masih menerima konsep nation-state. Begitu pula
perangkat seperti parlemen masih diperkenankan dalam model wilayatul faqih. Model
ini juga masih mengkompromikan agama dengan demokrasi dan nasionalisme.
Namun, perbedaan konsep wilayatul faqih dengan konsep nation-state pada
umumnya terletak pada kontrol otoritas keagamaan yang kuat dari para ulama.
Undang-undang yang dihasilkan parlemen masih harus diseleksi oleh dewan ulama.
Begitu pula dengan kekuasaan militer dan media yang dikuasai oleh Imam tertinggi.
Imam tertinggi memiliki kekuasaan yang besar dalam model wilayatul faqih (Satori
2012, 170).

Imam menjabat seumur hidup dan diyakini sebagai wakil dari Imam suci dari kalangan
Ahlul Bait. Karena itu, Imam tertinggi di Iran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai
pemimpin tertinggi bagi rakyat Iran, tetapi juga sebagai rujukan tertinggi bagi sebagian
kelompok Syiah di dunia. Namun demikian Imam Khomeini menolak dikatakan
sebagai seorang khalifah. Terdapat kemungkinan alasan penolakan tersebut berkaitan
keyakinan teologis Syiah yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah bagi
seluruh muslim adalah Imam suci dari kalangan Ahlul Bait. Otoritas di penguasa
sebuah pemerintahan harus memenuhi administrasi, dan pelaksanaan hukum bukan
sebagai previlage, melainkan sebuah tanggung jawab berat. (Satori, 2012:151)

Seorang Imam tertinggi secara de jure memiliki kewenangan untuk memerintah, tetapi
ia juga memerlukan suara dan kehendak rakyat untuk dapat menjadi wali, berkuasa
dan mengaktifkan kewenangannya secara praktis (Satori, 2012:155). Sistem
kelembagaan Iran menganut asas Trias Politika meliputi lembaga eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, menteri, dan pasdaran (korps
garda revolusi). Lembaga legislatif terdiri dari dua dewan, yaitu dewan syura yang
berfungsi sebagai parlemen dan dewan garda yang bertugas untuk memastikan bahwa
undang-undang yang dibuat oleh Dewan Syura tidak keluar dari koridor syariat Islam
dan Kkonstitusi, menyeleksi kandidat presiden dan anggota Dewan Syura, serta
mengawasi pemilu dan referendum. Lembaga yudikatif merupakan lembaga
kehakiman yang independen, melindungi hak individu dan masyarakat, serta
bertanggung jawab terhadap penegakan keadilan. (Anis, 2013:190)

Lembaga super dalam struktur kekuasaan di Iran adalah Dewan Ahli yang bertugas
menunjuk seorang Imam tertinggi atau supreme leader (Staf Ahli Bidang Sosial
Budaya BIN, 2008: 10). Seorang supreme leader adalah pemilik dan penguasa dalam
tatanan negara Iran, nyaris di segala bidang yudikatif, eksekutif, dan keamanan.
Lembaga-lembaga tinggi negara hanya sekedar pelaksana (Staf Ahli Bidang Sosial
Budaya BIN, 2008:11). Konsep wilayatul faqih tidak bertentangan dengan
penghargaan Islam yang besar atas kehendak rakyat, bahkan justru dibangun atas
dasar itu. Akan tetapi tidak sama dengan yang dianut Barat sebab Barat menganut
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demokrasi tak terbatas. Adapun wilayatul faqih tunduk pada aturan-aturan yang telah
ditetapkan Islam (Satori, 2012:197).

Pada dasarnya wilayatul fagih menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya,
termasuk kepemimpinan politik harus berada di tangan terpercaya. Ini memberikan
tekanan pada Imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yag
sekaligus disandang oleh faqih. Konsep ini merupakan kelanjutan dari doktrin Imamah
dalam teori politik Syiah Imamiyah. Ini dikembangkan oleh Imam Khomeini dan
diterapkan di Iran. Namun tidak seluruh kalangan Syiah bersepakat dengan model
negara wilayatul faqih. Sebagian ulama Syiah justru menganggap bahwa urusan
pemerintahan bukan merupakan bagian dari tugas ulama (Tim Ahlul Bait Indonesia,

2014:341).

Sikap Politik Syiah Imamiyah di Indonesia

Kelompok Syiah Imamiyah di Indonesia menegaskan visi ke-Indonesia-an. Beberapa
kelompok memang mengidealkan bentuk Republik Islam Iran sebagai model negara
menurut Syiah. Namun demikian kelompok-kelompok tersebut masih memposisikan
diri sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok Syiah
meyakini terdapat perbedaan karakteristik antara masyarakat Syiah di Iran dengan
masyarakat Syiah di Indonesia. Kelompok Syiah mencontohkan Republik Irak.
Meskipun negara tersebut didominasi oleh penganut Syiah, namun tidak otomatis
negara tersebut menjadi negara Syiah. Contoh pluralisme juga dapat ditemukan pada
kelompok Hizbullah di Lebanon. Kelompok tersebut pada awalnya hendak mendirikan
sebuah republik Islam di Lebanon dengan model Republik Islam Iran. Namun melihat
realita pluralisme penduduk Lebanon, kelompok Hizbullah mentransformasikan
idealismenya menjadi menerima Republik Lebanon yang demokratis.

Kelompok Syiah di Indonesia tidak menafikan bahwa terdapat pengaruh Revolusi
Islam Iran terhadap semangat pergerakan sosial Syiah, namun tidak berarti mereka
hendak menjadikan Indonesia dengan model Republik Islam Iran. Karena tidak
memiliki ideologi model negara yang hendak didirikan, maka Syiah di Indonesia
memusatkan aktivitasnya pada kegiatan intelektual, sosial, dan agama.

Perbandingan Konsep Khilafah dan Imamah

Konsep Khilafah dan Imamah dari dua pergerakan tersebut memiliki perbedaan
mendasar yaitu, pertama, area. Khilafah adalah kepemimpinan dengan batas teritori
tertentu yang mengikat secara struktural setiap warga yang berada di dalamnya
sehingga tidak mengikat orang di luar area tersebut. Sedangkan imamah adalah
kepemimpinan yang melampaui batas teritorial, daerah, negara, dan lainnya tetapi
mengikat secara spiritual dan teologis setiap pribadi yang meyakininya. Kedua, objek.
Khilafah mempunyai objek warga negara yang membai’atnya. Sedangkan Imamah
objeknya adalah umat. Ketiga, relasi. Khilafah berjenis kepemimpinan struktural yang
dibangun atas dasar akseptabilitas publik. Imamah berjenis kepemimpinan spiritual
bersifat vertikal. Keempat, keabsahan. Imamah sebagai kepemimpinan umat harus
dipegang oleh pribadi yang suci dan meyakini Ali sebagai pemimpin umat. Sedangkan
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khilafah tidak menetapkan syarat kesucian bagi pemegangnya. Kelima, pemangku. Ali
diyakini sebagai imam sedetik setelah Rasulullah SAW. wafat karena imamah tidak
dibangun legitimasinya melalui pemilihan masyarakat. Sedangkan khalifah
menitikberatkan pada konsep keadilan yaitu tidak cacat moral. Keenam, mekanisme.
Ali diyakini sebagai imam dengan proses deklarasi pengangkatan oleh Nabi SAW. saat
di Ghadir Khum. Sementara Ali memberikan bai’at kepada Abu Bakar sebagai khalifah.
Ketujuh, fungsi. Fungsi imamah bersifat spiritual. Sedangkan khilafah bersifat
institusional. Ke delapan, karakteristik. Tolok ukur khilafah adalah kapabilitas,
akuntabiitas, dan akseptabilitas. Konsep imamah tidak ada hubungan dengan pilihan
masyarakat. Ia adalah hak prerogatif Tuhan yang bersifat transeden. Terakhir adalah
bentuk. Imamah merupakan proses penciptaan. Sementara khilafah adalah penetapan
yang bersumber dari kontrak sosial (Tim Ahlul Bait Indonesia 2014, 347-349).

KESIMPULAN

Hizbut Tahrir Indonesia dan Syiah Imamiyah merupakan gerakan transnasional yang
berkembang pesat di Indonesia pasca era reformasi 1998. Hizbut Tahrir Indonesia dan
Syiah Imamiyah memiliki idealisme tersendiri dalam bentuk model negara. Hizbut
Tahrir Indonesia menginginkan pendirian khilafah dengan menegasikan nation-state.
Menurut Hizbut Tahrir Indonesia, pendirian khilafah memiliki dasar agama yang kuat.
Selain itu, khilafah juga merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi problematika
umat. Hizbut Tahrir Indonesia mengupayakan langkah-langkah non-kekerasan dalam
upaya pendirian khilafah. Di antaranya mengadakan seminar, diskusi, menerbitkan
buku dan pamflet serta mengadakan kontak dengan masyarakat. Hizbut Tahrir
Indonesia mengupayakan mengubah cara pikir masyarakat. Berlainan dengan Hizbut
Tahrir Indonesia, Syiah Imamiyah di Indonesia memiliki idealisme wilayatul fagih
sebagaimana diterapkan di Republik Islam Iran. Idealisme wilayatul faqih didasarkan
atas doktrin Imamah yang merupakan rukun iman dalam Syiah Imamiyah. Namun
berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang hendak menegasikan nation-state, Syiah
Imamiyah masih mengakui eksistensi nation-state. Idealisme wilayatul faqih tidak
menjadikan Syiah Imamiyah di Indonesia melakukan aksi revolusi sebagaimana di Iran
pada 1979. Syiah Imamiyah di Indonesia hanya menjadikan
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